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ABSTRAK 

Perilaku manusia dalam memilih sesuatu atau tidak memilih, melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, mempunyai pertimbangan tertentu seperti 
etika. Dalam kajian budaya, sesungguhnya budaya itu tidak sekedar masalah yang 
bersifat material tetapi juga persoalan yang bersifat immaterial. Dalam 
berperilaku, manusia sangat ditentukan oleh dunia kognitifnya yang berfungsi 
menginterpretasi, meyakini, menilai sesuatu sehingga memunculkan sesuatu. 

Dalam adat perkawinan pada masyarakat Karang Duren Kabupaten 
Malang, apabila seorang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, dalam hal 
ini terdapat larangan. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan 
maka sang adik selain memberi sesuatu dalam bentuk barang atau uang, sang adik 
juga harus melakukan beberapa tahapan upacara adat (upacara langkahan) sebagai 
syarat untuk melangkahi kakaknya yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan 
permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya. 

Waktu pelaksanaan pernikahan tidak ada ketetapan pasti, namun kebiasaan 
yang sering dilakukan adalah setelah akad nikah dan walimatul ursy dilaksanakan. 
Tempat pelaksanaan upacara tersebut yaitu di rumah pengantin yang melangkahi 
kakaknya. Dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mencoba meneliti 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan 
nglangkahi dan makna apa yang terkandung dalam larangan perkawinan tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Desa Karang Duren 
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data diperoleh dari 
wawancara dan observasi, subyek data penelitian adalah: segenap staf Kepala 
Desa di Karang Duren, tokoh-tokoh masyarakat serta para informan yang 
langsung melakukan perkawinan tersebut beserta keluarganya. 

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, penyusun mencoba 
menggambarkan keadaan Desa Karang Duren secara umum dan prosesi 
perkawinan nglangkahi serta implementasi upacara pelanngkahan. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologi yaitu sebuah 
pendekatan budaya terhadap perilaku hukum Islam. Pendekatan ini digunakan 
karena berkaitan dengan perilaku masyarakat Karang Duren. 

Kesimpulan dari penelitian skripsi adalah praktik perkawinan nglangkahi 
yang bertujuan semata-mata untuk menghindari suatu petaka atas izin Allah dan 
menjauhkan omongan miring maupun cibiran yang ditujukan kepada sang kakak 
boleh dilakukan asal akan wajib melakukan syarat-syarat yang telah disepakati. 
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MOTTO 
 
 
 
 

 

“ Dibalik kesuksesan seorang suami, pasti terdapat 

dukungan dari istri yang shalihah, untuk itu hiasi 

dirimu dengan akhlak karimah agar mendapat 

tulang rusuk yang shalih atau shalihah “ 
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BAB I 

PENDAHULLUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehinggga mereka 

dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan 

keturunan serta hidup dalam kedamaian. Sebagaimana termaktub dalam 

firman Allah SWT:1 

م من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزوجكم بنين وحفدة واالله جعل لك

  .ورزقكم من الطيبت
 
Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses 

membantu keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi 

pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam 

tatanan hidup bermasyarakat.2 Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-

laki dan perempuan menjadi terhormat, oleh sebab itu Islam memberikan 

wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam serangkaian aturan 

hukum. 

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas 

menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

                                                             

      1An-Nahl (16): 72. 
 

 2Thomas Wiyasa Bratawijaya, Upacara Perkawinan Adat Jawa, (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2006), hlm. 3 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.3 Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh 

kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, 

sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental 

maupun material. 

Tidak lepas dari semuanya itu berkaitan dengan kesiapan mental 

seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang tidak kalah 

pentingnya adalah kemampuan seseorang menempatkan dirinya dalam suatu 

komunitas masyarakat yang ditempatinya, yang tentunya akan terikat pula 

dengan tatanan sosial budaya yang berlaku. 

Sistem sosial suatu kebudayaan dari unsur agama atau religi 

mewujudkan diri dalam bentuk berbagai upacara. Walaupun agama Islam 

telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi 

dalam kenyatannya masih banyak ditemukan pelaksanaan atau praktek 

perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut 

terjadi karena faktor pemahaman terhadap agama yang berbeda, adat istiadat 

dan budaya. 

Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang 

satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda 

dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang 

                                                             

      3Pasal 1 ayat (2). 
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beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara 

masyarakat kota dengan masyarakat desa.4 

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit 

dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sangsi sesuai 

peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga 

yang terjadi pada masyarakat Karang Duren Kecamatan Pakisaji, apabila 

seseorang yang akan menikah mendahului kakaknya, maka hal ini tidak 

diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang 

berlaku akan terjadi musibah atau bencana terhadap rumah tangga yang akan 

dibina maupun keluarga khususnya kakak yang di langkahinya. 

Keyakinan itu muncul dan disepakati manjadi sebuah adat sehingga 

apabila perkawinan akan tetap dilaksanakan maka secara dhohiriyah ditempuh 

beberapa cara walaupun kenyataannya tetap mengalami suatu kendala atas 

rumah tangga tersebut.5 Agar tidak membawa masalah, atau lebih tegasnya 

agar adiknya yang akan kawin terlebih dulu tidak menemui kesulitan dalam 

hidupnya dan kakaknya yang dilangkahi tidak tertimpa sial maka harus 

ditempuh beberapa jalan diantaranya: sabetan6 lalu putus lawe7, sungkeman8 

                                                             

      4Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,cet ke-4, (Bandung: Aditya Bakti, 1990), hlm. 
12. 
      5Wawancara dengan Pak Rozak, Tokoh Masyarakat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa 
Timur, tanggal 5 Maret 2009. 
 

      6Sabetan yaitu: kakak yang dilangkahi mengambil lidi sebanyak tujuh batang yang telah diikat 
dengan lima benang lawe kemudian lidi tersebut disabetkan ke pundak calon pengantin perempuan 
(adiknya) sebanyak tiga kali sebagai lambing pemberian maaf kakaknya yang akan di langkahi. 
Lidi tujuh batang melambangkan hari-hari biasa dan benang lawe lima helai hari-hari (pasaran) 
jawa. Wawancara dengan Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 30 
April 2009. 
 

      7Putus lawe yaitu: dengan disaksikan oleh adiknya (pengantin perempuan), sang kakak 
memotong benang lawe yang masing-masing ujungnya dipegang oleh para sesepuh. Pemotongan 
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kemudian adiknya memberi cendera mata kepada kakaknya berupa apa saja 

sesuai kemampuan. Biasanya penganggon sapengadeg (busana lengkap) 

seperti: baju, sarung, sepatu atau sandal9. 

Ketaatan ini ditinjau dari segi tujuan perkawinan (Maqasid as-

Syari’ah), justru untuk mencapai keluarga yang diharapkan dalam mencapai 

rumah tangga sejahtera, sakinah mawaddah warohmah, terlepas dari perasaan 

was-was dan sebagainya. Hukum perkawinan adat merupakan hukum 

masyarakat yang mengatur tentang tata tertib perkawinan yang tidak tertulis 

dalam perundang-undangan negara. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya, 

maka yang mengadili adalah musyawarah adat yang bersangkutan.10 

Meskipun masyarakat Karang Duren Kecamatan Pakisaji mayoritas 

beragama Islam bahkan tergolong taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya 

sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun 

temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin 

                                                                                                                                                                       

dilakukan dengan menggunakan keris (jika kakaknya laki-laki), atau patrem (jika kakaknya 
perempuan), jika tidak ada keris maka bisa menggunakan gunting. Acara ini melambangkan 
bahwa kakaknya telah dengan ikhlas mengijinkan adiknya untuk mendahului (kawin). Wawancara 
dengan Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 30 April 2009. 
 

      8Sungkeman yaitu: sang kakak yang akan di langkahi telah siap d kamar tengah atau kamar 
pengantin mengenakan busana jawa kemudian masuklah sang adik (yang akan kawin) dengan 
diantar para sesepuh. Calon pengantin (adiknya) kemudian menyebutkan kata-kata sebagai berikut: 
“Mbakyu, saya akan kawin dahulu, untuk itu saya mohon izin mendahului mbakyu, serta mohon 
doa restu agar rumah tangga yang akan saya bangun dapat selamat dan bahagia selamanya. Saya 
juga mendoakan agar mbakyu segera dapat jodoh yang diinginkan”. Inilah jawaban kakaknya, “iya 
adikku, saya izinkan enngkau kawin lebih dulu, semoga rumah tanggamu tenteram, bahagia, 
sejahtera. Terima kasih atas do’amu semoga saya segera medapat jodoh juga”.Wawancara dengan 
Pelaku Kawin ”Nglangkahi” Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 30 April 2009. 
 

      9Wawancara dengan Pak Rozak, Tokoh Masyarakat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa 
Timur, tanggal 5 Maret 2009. 
 

      10Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, cet ke-5, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 
1995), hlm. 14. 
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untuk dilanggar. Hal tersebut juga difahami oleh para pemuka agama (agama 

Islam) di daerah tersebut padahal larangan perkawinan ”nglangkahi” tidak 

dilarang dalam hukum Islam dan tidak ada pula sangsi jika larangan itu 

dilanggar.11 

Beraneka ragam adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas 

masyarakat seringkali memunculkan permasalahan-permasalahan yang 

bermula dari hal yang sepele, kemudian menjadi sesuatu yang serius 

dikarenakan adat atau tradisi pada suatu daerah tidak akan begitu saja hilang 

mengingat kehidupan sekelompok orang dalam masyarakat terhadap budaya 

adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan. 

Berbicara lebih lanjut mengenai masalah larangan perkawinan yang 

terjadi pada masyarakat Karang Duren, adalah kategori larangan yang muncul 

akibat adanya suatu budaya masyarakat yang sangat erat hubungannya 

mengenai tingkah laku orang dalam sebuah masyarakat, yang menggumpal 

menjadi sebuah hukum adat. Alasan yang diyakini sampai sekarang adalah 

ketaatan yang sangat kuat terhadap falsafah-falsafah yang ditinggalkan para 

sesepuh (yang dituakan) dan berlaku turun-temurun hingga sekarang.12 

Dalam agama islam, persoalan-persoalan adat tersebut di atas tidak 

diatur secara jelas, karena ini hanya merupakan tradisi suatu daerah. Islam 

sendiri hanya mengatur bagaimana melakukan pinangan kemudian akad nikah 

                                                             

      11Wawancara dengan Pak Rozak, Tokoh Masyarakat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa 
Timur, tanggal 30 April 2009. 
 

      12Wawancara dengan Pak Matrasim Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, 
tanggal 30 april 2009. 
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dan setelah itu disunnahkan untuk melangsungkan walimahan sebagai tanda 

syukur.13 

Fenomena-fenomena yang telah diurai di atas, yang menarik penyusun 

untuk mencoba meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi eksisnya 

larangan perkawinan “nglangkahi” dan makna yang terkandung dalam 

larangan perkawinan ”nglangkahi” di Desa Karang Duren, Kecamatan 

Pakisaji, Kabupaten Malang. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas maka 

penyusun membatasi dan merumuskan beberapa pokok masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apa makna yang terkandung dalam larangan perkawinan “nglangkahi” di 

Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan 

“nglangkahi” di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten 

Malang. 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam membahas skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                             

      13Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 
hlm. 16.  
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1. Untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam larangan 

perkawinan “nglangkahi” pada masyarakat Karang Duren, Kecamatan 

Pakisaji, Kabupaten Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya 

larangan perkawinan “nglangkahi” pada masyarakat Karang Duren, 

Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai penambah wacana baru tentang masalah larangan perkawinan 

”nglangkahi”. 

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan komparatif bagi 

pemuka agama, tokoh agama dan masyarakat Karang Duren pada 

khususnya serta masyarakat Jawa pada umumnya. 

3. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca 

skripsi ini dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum 

Islam. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian tentang adat kebiasaan dalam budaua Indonesia terutama 

mengenai adat-adat dalam perkawinan telah banyak tertuang dalam bentuk 

tulisan-tulisan dan buku-buku yang mewarnai hasanah kepustakaaan serta 

dinamika perkembangan budaya Indonesia. 

Sepanjang penelusuran literatur, penelitian ilmiah yang secara 

komprehensif mengkaji tentang larangan kawin “nglangkahi” belum pernah 
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dilakukan tetapi literature yang membahas tentang perkawinan adat maupun 

perkawinan dari segi hukum Islam sudah banyak, diantaranya: 

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan 

Kawin “adu pojok” di Dusun Kebongsungu, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 

Bantul.14Dalam skripsi itu Ahmad Masruri berusaha mencermati pola 

konstruksi kawin adu pojok yang dibangun oleh hukum adat, yaitu 

ketidakbolehan malakukan suatu perkawinan karena tempat tinggal calon 

suami dan istri dalam lingkup suatu pedusunan berada diantara dua arah sudut 

yang berlawanan (adu pojok) dan adanya kebolehan mentaati larangan 

tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh melakukan perkawinan adu pojok. 

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan 

Kawin Sesuku di Desa Aro Kandikir.15Dalam skripsi ini Mujriendi 

berkesimpulan bahwa larangan kawin “sesuku” merupakan adat yang sesuai 

dengan hukum Islam, karena larangan kawin sesuku merupakan ‘urf yang 

dapat menjadi sumber hukum Islam.menurut Mujriendi larangan dalam adat 

tersebut merupakan tambahan dari larangan-larangan yang telah ditetapkan 

dalam hukum perkawinan Islam. Jikalau larangan kawin sesuku tersebut 

dilanggar, maka akan mendatangkan malapetaka dan mudharat, sedangkan 

menghindari mudharat lebih diutamakan daripada mencari maslahah. 

                                                             

      14Ahmad Masruri, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin “Adu Pojok” di Dusun 
Kebosungu Kec. Dlingo, Kab. Bantul”. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas syari’ah IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2002). 
 

      15Mujriendi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Desa Aro 
Kandikir”. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997). 
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Sehubungan dengan adanya larangan perkawinan, beberapa buku yang 

membahas tentang perkawinan termasuk di dalamnya larangan perkawinan 

dalam hukum Islam adalah buku yang berjudul Asas-asas Hukum Islam 

tentang Perkawinan.16 Karangan Kamal Mukhtar, menyebutkan ketentuan-

ketentuan perkawinan yang dilarang yaitu, antara lain: Nikah Mut’ah, 

Muhallil, sighar, Tafwid dan nikah yang kurang salah satu dari syarat-syarat 

atau rukun-rukunnya. 

Dalam bahasan buku ini, tidak ada ketentuan larangan seperti halnya 

tema yang menjadi bahasan penyusun. Buku karangan M. Idris Ramulyo yang 

membahas mengenai perkawinan dan larangan perkawinan, lebih rinci 

membahas mengenai keharaman (ketidak bolehan) melakukan perkawinan 

baik yang bersifat qot’i maupun yang bersifat ijtihadi seperti yang sudah 

diungkapkan di atas. Sedang dari hukum adat, buku yang membahas masalah 

perkawinan dan laeangan perkawinan antara lain karangan soekamto, “Menuju 

Hukum Adat Indonesia” juga secara global menjelaskan mengenai kedudukan 

hukum adat yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat sangatlah 

kental dan kuat. 

Anjar any dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa” 

mendeskripsikan perkawinan adat jawa secara umum yang pada intinya bahwa 

pada hakekatnya aneka ragam budaya itu ada yang sifatnya sangat mengikat. 

Perkawinan bagi umat manusia berbudaya, tidak cuma sekedar meneruskan 

naluri lahiriyah secara turun-temurun untuk membentuk suatu keluarga yang 
                                                             

      16Kamal Mukhtar,Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke-3, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993), hlm. 110-116. 
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berada dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi 

mempunyai arti yang luas bagi kepentingan manusia itu sendiri.17 

Di kalangan masyarakat, istilah hukum adat sendiri tidak dikenal. 

Anggota masyarakat biasa menyebutnya dengan “adat” saja, yang berarti 

kebiasaan, untuk dibedakan dengan istilah “hukum” dalam arti peraturan 

agama, yaitu ketetapan dari Allah. Jadi “adat” adalah ketetapan yang datang 

dari masyarakat yang diberi sangsi oleh masyarakat, sedangkan “hukum” ialah 

ketetapan Allah yang mempunyai sangsi dari Allah.Adapun perundang-

undangan adalah ketetapan dari penguasa (pemerintah) yang mempunyai 

sangsi dari pemerintah.18 

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa dari karya-karya tersebut tidak 

ada satupun yang mambahas secara langsung larangan perkawinan 

“ngkangkahi” menurut hukum Islam, titik tolak dari sinilah penyusun 

berusaha membahas masalah tersebut. 

E. Kerangka Teoretik 

Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang 

namanya perkawinan.Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua 

jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh 

agama.Oleh karena itu perkawinan menjadi agung, luhur dan sakral.19 

                                                             

       17Anjar Any, Perkawinan Adat Jawa, cet ke-1 (Surakarta: PT. Pabelan, 1995), hlm. 11. 
 

      18Abdul Manna Amrullah, Pengantar Ushul Fiqh, cet ke-2, (Jakarta: Djaya Murni, tt), hlm. 20. 
 

      19M. Hariwijaya, Perkawinan Adat Jawa, cet ke-1, (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2005), hlm. 
1. 
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Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan 

antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi 

perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal, bahkan dalam 

pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, 

membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.20 

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya 

berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan 

suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah 

dan kedudukan sosial yang bersangkutan.Di samping itu ada kalanya suatu 

perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan 

yang telah menjauh atau retak.21 

Menurut Soerojo Wingnjodipoero, tingkatan peradaban maupun cara 

penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat-

kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Paling-paling yang terlihat dalam 

proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri 

dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal dan 

tetap segar.22 

Demikian halnya dengan larangan perkawinan “nglangkahi”, sebagai 

aturan hukum akan bekerja dan berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat 

dimana hukum itu ada. Kesadaran masyarakat tentunya dipengaruhi dan 

                                                             

       20Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, cet ke-6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), hlm. 22. 
 

      21Ibid, hlm. 23. 
 

      22Soerojo Wingnjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2003)hlm. 13. 



 12 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Hal demikian, 

didasarkan teori ter Haar mengenai hukum adat: “Apabila para warga 

masyarakat berperilaku yang ternyata didasarkan pada keyakinan bahwa 

masyarakat menghendakinya dan dapat memaksakan hal itu apabila dilalaikan 

maka hal itu dapat dinamakan pernyataan hukum dari warga masyarakat.23 

Kepercayaan ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat 

hingga saat ini karena masyarakat setempat sangat mematuhi petuah orang tua 

dahulu dan mereka takut untuk melanggar aturan tersebut. 

Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada 

premis: “Hukum suatu rakyat atau sistem hukum suatu masyarakat, harus 

diselidiki dalam konteks, sistem, politik, ekonomi dan agamanya dan juga 

dalam kerangka struktur sosial dari hubungan antar orang dan kelompok. 

Menurut Soerjono Soekanto, masalah-masalah pokok yang menjadi ruang 

lingkup Antropologi Hukum diantaranya adalah bagaimana dan mengapa 

hokum berubah? 

Dengan penelitian hukum dari perspektif antropologis, diharapkan 

akan diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bekerjanya hukum 

sebagai pengendali social dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan nilai-

nilai budaya.24Salah satu fokus titik perhatian dalam mempelajari antropologi 

hukum adalah pada manusia, pada perilaku budaya dan perilaku hukum 

                                                             

      23Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 
129. 
 

      24T.O Ihromi (ed), Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 1993), hlm. 25. 



 13 

manusia, baik perilaku manusia dalam profesi hokum, maupun manusia 

sebagai anggota masyarakat yang mendukung hokum bersangkutan.25 

Salah satu metode dalam penelitian Antropologi Hukum adalah metode 

deskriptik, yakni yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah situasi yang 

terjadi dan bagaimana kegiatan-kegiatan perilaku menusia dalam situasi itu. 

Diantara faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hhukum adat 

adalah agama. Artinya, kesadaran keagamaan masyarakat akan mengubah 

kesadaran lama dan melahirkan bentuk kesadaran hokum yang baru. 

Dalam hal larangan perkawinan “nglangkahi” pada masyarakat Karang 

Duren, penyusun ingin mengukur tingkat religiusitas masyarakat di daerah 

tersebut dengan menggunakan konsep Glock dalam tulisan Djamaludin Ancok 

sebagai berikut:26 

1. Keterlibatan intelektual (Intelectual involvement), yang menggambarkan 

seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Seberapa 

jauh aktivitasnya di dalam menambah pengetahuan agama. 

2. Keterlibatan secara konsekuen (Consequential involvement), yaitu 

tingkatan sejauh mana perilaku seseorang konsekuen dengan ajaran 

agamanya. 

Berdasarkan hal tersebut penyusun ingin mengkaji lebih dalam apa 

makna yang terkandung dalam larangan perkawinan “nglangkahi” dan faktor-

                                                             

      25Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 23. 
 

      
26

 Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, cet ke-19, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2008), hlm. 
126-127. 
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faktor apa yang mempengaruhi keberadaan larangan perkawinan “nglangkahi” 

masih eksis di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. 

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat penyusun dalam 

pemecahan masalah larangan perkawinan “nglangkahi” sebagai hukum adat 

yang berkembang di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten 

Malang. 

F. Metode penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan 

pembahasan yang dibahas, dalam hal ini mengenai larangan perkawinan 

“nglangkahi” pada masyarakat Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, 

Kabupaten Malang. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah 

“deskriptif analitik”, yaitu penelitian yang menggambarkan realitas yang 

ada dan menganalisa larangan perkawinan “nglangkahi” pada masyarakat 

Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. 

2. Pendekatan 



 15 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Antropologis.27 Pendekatan antropologi disini diartikan melihat bagaimana 

pelaksanakan larangan perkawinan “nglangkahi” baik sebagai aturan 

hokum, peristiwa hukum atau tindakan hukum tersebut dari sisi praktis, 

kualitas, frekuensi, perubahan, dinamika atau pergeseran operasionalnya 

dalam masyarakat tersebut. 

3. Teknik Sampling 

Untuk mendapatkan subyek penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik sampling, yakni penelitian dengan tidak menyelidiki 

semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan 

hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud.Lebih 

tepatnya adalah non-probability sampling dengan jenis purposive 

sanmpling, yakni sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau 

penelitian subyektif penyusun. Jadi, dalam hal ini penyusu menentukan 

sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dari 

populasi warga Desa yang ada, yang akan diambil sebagai sample adalah 

10 orang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

                                                             

      27Dengan pendekatan ini, perspektif Antropologi Hukum Islam, larangan perkawinan 
“nglangkahi” akan dianalisis. Sebelum memahami pengertian Antroppologi Hukum, terlebih 
dahulu harus dipahami istilah antropologiitu sendiri. Yakni, ilmu mengenai pegetahuan tentang 
manusia, tentang karyanya dan tingkah lakunya. Antropologi Hukum Islam disini dimaksudkan 
sebagai ilmu yang mempelajari menusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang 
bersifat hukum, dalam hal ini hukum adat yang memiliki relevansi dan aspek Hukum Islam, 
sedangkan kaidah-kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah pokok dalam penelitian 
antropologi Hukum. (Hilman Hadikusuma, 1986: 10) 
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Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 

a. Observasi 

Untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan 

cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini 

panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk 

menangkap gejala yang diamati dengan cara peneliti harus terjun 

langsung ke tempat yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian yang 

mana sebelumnya penyusun harus menentukan apa yang akan menjadi 

sasaran penmgamatan. Kemudian apa yang diamati tadi dicatat 

kemudian catatan tersebut dianalisis.28 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara komunikasi. Dalam hal ini penyusun langsung bertemu 

dengan responden sebanyak 10 orang untuk menanyakan secara lisan 

hal-hal yang diinginkan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan . 

Metode wawancara/ interview yaitu teknik pengumpulan data yang 

digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada responden.29 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan 

dalam pennelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 

                                                             

      28Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 
70. 
 

      29Saifuddin azhar, metode penelitian bidang sosial, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1990), hlm. 
63.  
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adat, sesepuh, pejabat desa dan masyarakat di desa karang duren, 

kecamatan pakisaji, kabupaten malang. Dengan teknik wawancara ini 

diharapkan dapat diperoleh data yang berkaitan dengan larangan 

perkawinan “nglangkahi”. 

 

 

5. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka metode 

analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang terdiri dari 

induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data 

yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, 

dalam hal ini melihat praktek larangan perkawinan “nglangkahi” di Desa 

Karang Duren yang dikaitkan dengan hukum islam. Sedangkan metode 

deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum unntuk 

kemudian diambil kesimpulan yang bersiifat khusus. Dalam hal ini 

menerapkan nashterhadap praktek larangan perkawinan “nglangkahi” di 

Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. 

 

G. Sistematika pembahasan 

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan mengetahui penulisan 

selanjutnya, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka 

penyusun mencoba membuat sistematika sederhana di bawah ini: 
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Bab pertama, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali 

dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang 

signifikasi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakng 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunan penulisan, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini 

diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan 

bab-bab berikutnya. 

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum perkawinan yang 

meliputi: pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, prinsip-

prinsip perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, 

perkawinan yang dilarang oleh Islam. 

Bab ketiga, gambaran umum tentang Desa Karang Duren yang terdiri 

dari, pertama kondisi Geografis, kedua kondisi Demografis Desa Karang 

Duren yang diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan data dalam 

menganalisa penelitian ini. Ketiga keadaan sosial yang meliputi pendidikan 

dan ekonomi, keadaan sosial budaya, keadaan sosial kemasyarakatan, keadaan 

keagamaan. Keempat larangan perkawinan nglangkahi di Desa Karang Duren 

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap larangan 

perkawinan “nglangkahi”di Desa Karang Duren, meliputi makna yang 

terkandung dalam larangan perkawinan “nglangkahi” dan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi eksisnya larangan perkawinan “nglangkahi” di Desa Karang 

Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 
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Bab kelima, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun sedikit banyak memaparkan mengenai gambaran dan 

latar belakang larangan perkawinan “nglangkahi” yang terlaksana di Desa 

Karang Duren serta menganalisanya, dengan dukungan data-data yang bada, 

maka penyusun dapat mengambil kesimpulan terkait pokok permasalahan 

yang ada sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksisnya Larangan Perkawinan 

“Nglangkahi” 

a. Fanatisme 

Masyarakat Karang Duren adalah masyarakat yang merupakan 

salah satu dari masyarakat desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan 

Pakisaji yang telah menerima ajaran Islam. Pemahaman yang 

berkembang dimasyarakat pada umumnya harus sama dengan apa-apa 

yang ditetapkan orang-orang terdahulu baik itu yang berupa syari’at 

Islam ataupun hal-hal yang sifatnya tradisi atau adat istiadat. 

Ketaatan terhadap pemahaman-pemahaman semacam ini 

mengakibatkan sulitnya untuk menerima pembaharuan-pembaharuan 

dari luar. Dari segi kehidupan sehari-hari memang bisa dikatakan 

hampir sama dengan kehidupan yang berjalan pada umumnya di 

daerah-daerah yang sudah maju. Akan tetapi, dalam hal-hal yang 
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berupa peraturan baik adat ataupun agama, sangatlah ditaati, apalagi 

terhadap sesuatu yang berupa larangan yang secara nyata berlaku dan 

berakibat bagi warga yang melanggrnya. Ketaatan yang sangat kuat ini 

terbukti pada larangan melakukan kawin nglangkahi yang diyakini 

tidak boleh dan berakibat terhadap rumah tangga setelahnya. 

Pada sisi lain, budaya yang berkembang di masyarkat Karang 

Duren sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Akan tetapi dalam 

hal larangan kawin nglangkahi masih kuat ditaati sampai sekarang. 

Mereka berkeyakinan bahwa hal itu dilakukan (ditaati) karena hal itu 

akan lebih baik dan mashlahat terhadap berlangsungnya kehidupan 

rumah tangga. 

Fanatisme semcam ini semata-mata bukan hanya didasari dengan 

tanpa pemikiran, akan tetapi mereka yakin ucapan sesepuh terdahulu 

bertujuan baik. Bukan semata-mata tradisi yang turun-temurun tetapi 

dengan bukti nyata yang dialami oleh warga masyarakat Karang 

Duren. 

Dalam Islam, paham fanatik bias dibenarkan terhadap hal-hal 

yang sifatnya sangan prinsipil secara hukum Islam. Akan tetapi 

kebanyakan yang terjadi dalam hubungan kehidupan sehari-hari paham 

fanatik semacam ini seringkali menimbulkan masalah terhadap 

hubungan muamalat di masyarakat yang lebih luas dan berkembang. 
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b. Pengaruh Adat dan Budaya 

Dalam realitas kehidupan masyarakat Karang Duren, larangan 

kawin nglangkahi adalah suatu peraturan tidak tertulis dan berlaku 

umum dalam masyarakat Karang Duren. Peraturan itu ada sejak nenek 

moyang terdahulu, sebelum masyarakat berkembang dari generasi ke 

generasi.1 

Munculnya larangan ini didasari atas suatu pemahaman orang-

orang terdahulu bahwa perkawinan semacam itu akan menimbulkan 

suatu bahaya yang mengakibatkan “sesuatu” yang tidak diinginkan 

dalam rumah tangga. 

Pemahaman ini berkembang dan semakin kuat dipatuhi karena 

setiap pelanggaran terhadap larangan kawin nglangkahi di desa Karang 

Duren secara nyata mengakibatkan rumah tangga mengalami suatu 

musibah atas keluarga tersebut, baik menimpa pada pihak suami,istri 

atau anak-anaknya. Keadaan seperti ini terjadi dari dulu sampai 

sekarang, yang masyarakat sudah berpegang teguh dan taat pada ajaran 

Islam. Pandangan masyarakat dari kacamata Islam, lebih dikuatkan 

dengan anggapan hal ini terjadi atas dasar kehendak Allah dan demi 

terwujudnya perkawianan (Maqosyid As-syari’at) dalam Islam, yaitu 

berusaha mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah 

dengan menghindari hal-hal terlarang sesuai adat istiadat yang berlaku 

di dalam masyarakat. 

                                                             

      1Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, 
tanggal 20 Mei 2010. 
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c. Faktor Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh 

dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah 

mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan berlakunya adat 

larangan perkawinan “nglangkahi” yang diakui sebagai sebuah 

peraturan adat. 

Berdasarkan penelitian yang didapat, pendidikan adalah salah 

satu faktor yang mendukung lestarinya adat ini. Hal ini dibuktikan 

dengan data mayoritas penduduk desa Karang Duren pendidikannya 

sangat rendah. Lebih dari 50% penduduk desa Karang Duren hanya 

berpendidikan lulus SD bahkan tidak sedikit yang tidak lulus SD. 

Dengan rendahnya tingkat pendidikan tersebut mempengaruhi pola 

pikir masyarakat.2 

d. Faktor Ekonomi 

Ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kebahagiaan 

manusia walaupun bukan satu-satunya, tetatpi terkadang ekonomi 

dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dilihat 

dari segi ekonomi masyarakat Karang Duren tergolong masyarakat 

menengah ke bawah dan bisa dikatakan rendah, yang mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian buruh pabrik dan tani. 

Dari data-data yang diperoleh , faktor ekonomi juga sangat 

mempengruhi mobilitas dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat 

                                                             

      2Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, 
tanggal 20 Mei 2010. 
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dihadapkan dengan pesatnya kemajuan zaman. Ekonomi yang lemah 

juga menjadikan sebab ketertutupan masyarakat Karang Duren dalam 

berbudaya, berinteraksi dan berkomunikasi. Sehingga pandangan 

masyarakat terhadap sesuatu yang sudah ada dan berlaku di dalam 

masyarakat dipegang kuat dan berhati-hati terhadap budaya yang 

masuk dan tidak sesuai dengan pandangan/ tradisi yang berlaku di 

masyarakat Karang Duren. 

Ekonomi juga merupakan faktor penyebab terbelakangnya 

peradaban manusia termasuk juga Desa Karang Duren. Tingkat 

ekonomi yang rendah maka sulit untuk merubah mereka karena 

mereka cenderung kuno dan kolot. 

e. Rasa Ta’dhim Terhadap Petuah Orang Tua (Para Sesepuh) 

Masyarakat Karang Duren yang mayoritas penduduknya adalah 

Islam dan tergolong taat dalam beragama, juga terkenal masyarakat 

yang selalu berpegang teguh kepada petuah orang-orang tua mereka. 

Ketaatan itu nampak dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu 

menggantungkan kepada orang-orang yang dianggap tua dan mampu 

baik itu dalam bidang umum atau lebih-lebih dalam bidang agama. 

Petuah-petuah yang dikeluarkan para sesepuh sangat ditaati dan 

takut untuk melanggarnya. Pelanggaran terhadapnya merupakan suatu 

kesalahan besar yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak 

diinginkan dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan istilah 

“kualat”. 
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Doktrin semacam ini tertanam kuat di dalam masyarakat 

termasuk juga masalah larangan melakukan kawin “nglangkahi” 

merupakan ketetapan orang tua terdahulu yang secara turun temurun 

sampai sekarang masih dijunjung tinggi dan berlaku bagi masyarakat 

Karang Duren. 

f. Akibat Yang Tidak Baik Bagi Kehidupan Rumah Tangga 

Berdasarkan realita yang terjadi pada masyarakat Karang Duren 

atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa adanya larangan kawin 

“nglangkahi” ini untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi atau 

menimpa rumah tangga tersebut baik menjelang atau setelah 

dilangsungkannya perkawinan.3 

Mengenai ketaatan masyarakat Karang Duren terhadap larangan 

kawin “nglangkahi” juga disebabkan karena adanya akibat yang tidak 

baik, sesuai dengan petuah para sesepuh terdahulu. 

Hal ini ada dan ditaati berdasarkan momen-momen yang telah 

terjadi atau menimpa pada perkawinan sebelumnya sebagai pelajaran 

dan pengalaman terhadap generasi berikutnya. 

Ketaatan ini tidak hanya sebatas anjuran atau ucapan yang 

menakut-nakuti, akan tetapi pelanggaran terhadap larangan kawin 

“nglangkahi” ini merupakan sesuatu yang nyata dialami dan menimpa 

beberapa warga yang melanggar ketentuan itu. 

                                                             

      3Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, 
tanggal 20 Mei 2010. 
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Kenyataan-kenyataan itu memang terjadi di luar jangkauan 

pikiran manusia. Di Desa Karang Duren pernah terjadi pada salah 

seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan tidak lain tidak 

bukan karena kelancangn sang adik nglangkahi kakak perempuannya. 

Memang umur, jodoh, rizqi yang menentukan Allah SWT, namun 

musibah itu dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat tidak mau 

mematuhi aturan adat yang telah mereka sepakati bersama. 

g. Menghormati Sedulur Tuwo 

Bagi masyarakat Karang Duren tidak nglangkahi adalah sebagai 

bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara perempuan mereka, 

menghindari dari perbuatan menyinggung orang lain (kakaknya) serta 

mengantisipasi perasaan “ra payu”  (tidak laku) yang berkembang di 

masyarakat terhadap kakaknya. 

Tidak hanya itu saja, hal ini juga dimaksudkan agar kehormatan 

diri sang adik sendiri tetap terjaga. Tidak dianggap oleh masyarakat 

sebagai saudara yang tidak tau adab sopan santun, menyakiti hati sang 

kakak bahkan yang lebih parah mempermalukan sang kakak, member 

kakak gelar ora payu.4 

h. Menghindari Fitnah 

Dalam kehidupan bermasyarakat, situasi di Desa Karang Duren 

masih dalam suasana gotong-royong keadaan Desa yang harmonis, 

persatuan antar individu masih terasa disetiap suasana. Dalam suasana 
                                                             

       4Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, 
tanggal 20 Mei 2010. 
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kehidupan berbudaya, masyarakat Desa Karang Duren tidak jauh beda 

dengan masyarakat tanah Jawa pada umumnya, mereka tidak bisa 

lepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang 

mereka, salah satunya adalah larangan perkawinan “nglangkahi”. 

Dengan adanya larangan perkawinan tersebut, apabila salah seorang 

warga yang akan melangsungkan perkawinan (baik laki-laki atau 

perempuan) melangkahi kakaknya maka harus melalui tahap-tahap 

upacara pelangkahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

sehingga terhindar dari fitnah atau omongan miring yang dapat 

menyinggung perasaan sang kakak yang akan dilangkahi. 

Faktor-faktor di atas itulah yang menyebabkan masih dipatuhi 

dan ditaati adat larangan kawin “nglangkahi” sampai sekarang dengan 

harapan biasa mewujudkan tujuan perkawinan yang sesuai dengan 

agama Islam yaitu bahagia, sejahtera dan terhindar dari malapetaka 

yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.5 

2. Makna Yang Terkandung Dalam Larangan Perkawinan “Nglangkahi” Di 

Desa Karang Duren 

Perkawinan adalah akad atau perikatan antara wali wanita calon istri 

dengan pria calon suaminya. Allah tidak menjadikan manusia seperti 

makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan 

antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, 

                                                             

      5Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, 
tanggal 20 Mei 2010. 
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untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT 

mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. 

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, 

dan manusia merupakan pendukung kebudayaan. Sekalipun manusia akan 

mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan untuk 

keturunannya, demikian seterusnya.  

Tujuan perkawinan hukum adat hampir sama dengan hukum Islam, 

yaitu mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk mencapai 

kebahagiaan rumah tangga, keluarga atau kerabat, untuk memperoleh 

nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta untuk mempertahankan 

kewarisan. Namun demikian, tujuan perkawinan dalam Islam lebih 

mengarah kepada penegakan syari’at Islam yaitu melanjutkan keturunan 

yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk 

keluarga yang akhirnya membentuk umat yaitu umat Islam, untuk menjaga 

diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, untuk 

menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, dan untuk menimbulkan 

kasih sayang antar anggota keluarga serta untuk menjalankan sunnah 

Rasul. 

Setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pasti akan membawa 

dampak, baik itu yang positif ataupun negatif. Dalam hukum alam disebut 

dengan hukum sebab akibat. Demikian pula dengan terjadinya adat 

larangan perkawinan “nglangkahi” akan mempunyai dampak yang positif 
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dan negatif. Berbicara mengenai dampak positif dan negatif realita yang 

ditemukan penyusun lebih berdampak negatif meskipun tidak semua. 

Dampak positif yang terdapat di lapangan yaitu agar sang adik yg 

telah menemukan jodoh terlebih dahulu tidak terjerumus dalam perbuatan 

yang tidak diinginkan. Sedangkan dampak negatif dari perkawinan 

“nglangkahi” yaitu dapat menimbulkan fitnah yang mana sang kakak 

dianggap tidak laku sehingga dilangkahi oleh adiknya. Selain itu akan 

timbul omongan-omongan miring tentang adiknya yang tidak hormat 

dengan saudara yang lebih tua. Selain itu menurut kepercayaan masyarakat 

setempat, keluarga yang akan dibina oleh adiknya akan mendapat 

rintangan dalam rumah tangganya, oleh sebab itu upacara pelangkahan 

wajib dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain 

itu supaya sang adik lebih menjaga perasaan sang kakak yang 

dilangkahinya untuk menikah terlebih dahulu, agar sang kakak tidak 

menjadi bulan-bulanan masyarakat yang membicarakannya, agar keluarga 

besar dari kedua mempelai tidak menjadi buah bibir warga sekitar. 

B. Saran-saran 

Akhirnya, sebagai penutup rangkaian penelitian ini, perlulah kiranya 

penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi semuanya. 

Tentunya tidak lepas daari permasalahan yang ada. Di antara saran-saran 

penulis adalah: 
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1. Diharapkan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam 

yang masih berlaku dalam masyarakat masih dipertahankan 

keberadaannya. 

2. Adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hendaknya jangan 

dipertahankan, karena tidak sesuai dengan syari’at. 

3. Kerukunan dan kebersamaan antar warga hendaknya dipertahankan, 

namun tidak berarti harus bersikap primitif kemajuan yang ada. 
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I 

 

BAB  I 

Halaman Foot Note Terjemahan 
1 1 Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri 

dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 
bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-
anak dan cucu-cucu, dan memberimu 
rezeki dari yang baik-baik. 

 

BAB II 

Halaman Foot Note Terjemahan 
24 6 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- 

Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di 
antaramu rasa kasih dan sayang. 

25 7 Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri 
dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 
bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-
anak dan cucu-cucu, dan memberimu 
rezeki dari yang baik-baik. 

25 8 Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah 
tempat kamu bercocok tanam, maka 
datangilah tanah tempat bercocok-
tanammu itu bagaimana saja kamu 
kehendaki. 

26 9 Dan (diharamkan juga kamu 
mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kamu miliki 
(Allah telah menetapkan hokum itu) 
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan 
dihalalkan bagi kamu selain  yang 
demikian (yaitu) mencari isteri-isteri 
dengan hartamu untuk dikawini bukan 
un tuk berzina. Maka ister-isteri yang 
telah kamu ni’mati (campuri) di antara 
mereka, berikanlah kepada mereka 
maharnya (dengan sempurna), sebagai 
suatu kewajiban dan tiadalah mengapa 
bagi kamu terhadap seauatu yang kamu 
telah saling merelakannya, sesudah 
menentukan mahar itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 



II 

 

26 10 Seseorang yang melakukan perkawinan 
sama dengan seseorang yang melakukan 
setengah agama. 

29 13 Dia (Allah) yang menciptakan isterinya, 
agar dia merasa senang kepadanya. 

29 14 Barangsiapa menikah berarti telah 
menjaga separuh agamanya, maka 
hendaknya dia takut kepada Allah akan 
sebagian yang lain. 

29 15 Menikahlah, niscaya kamu sekalian 
akan beranak pinak dan berbanyak-
banyaklah kamu sekalian, maka 
sesungguhnya aku membanggakan 
dengan kalian akan adanya umat yang 
banyak pada hari kiamat. 

38 22 Kemudian jika sisuami mtalaknya 
(sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak halal lagi baginya 
hingga dia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, maka tidak ada dosa 
bagi keduanya (bekas suami pertama 
dan isteri) untuk kawin kembali jika 
keduanya berpendapat akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah hukum-hukum Allah, 
diterangkan-Nya kepada kaum yang 
(mau) mengetahui. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Pedoman Interview untuk Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat 

1. Apa yang dimaksud dengan nglangkahi? 

 

2. Makna apa yang terkandung dalam larangan perkawinan nglangkahi? 

 

 

3. Fakor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan 
nglangkahi? 

 

4. Kapan upacara perkawinan nglangkahi dilakukan? 

 

 

5. Apa saja yang diberikan sang adik kepada kakaknya dalam 
perkawinan nglangkahi? 

 

6. Apakah ada dampak positif dan negatif  dalam perkawinan 
nglangkahi? 

 

 

7. Sebutkan upacara-upacara adat di Desa Karang Duren? 

 

8. Bagaiman kehidupan beragama di Desa Karang Duren? 
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